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2.9.3 Belanja Sewa Tanah

Belanja sewa tanah mempedomani mekanisme dan ketentuan
berlaku.

2.10 Belanja Makanan dan Minuman

2.11

2.12

Besaran belanja mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Catatan :

a. biaya makan nasi bungkus disediakan untuk kegiatan pertemuan,
rapat-rapat koordinasi dan rapat staf yang pelaksanaannya lebih dari
2 jam.

b. apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud angka 1, kurang
dari 2 jam, hanya disediakan minum/snack.

c. biaya makan dan minum dikenai pajak sesuai dengan ketentuan
perpajakan.

d. biaya makan dan minum tamu hanya boleh dianggarkan pada
kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran
pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

e. tidak dibenarkan menganggarkan makanan dan minuman harian.

Belanja Pakaian.

Besaran mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan
Peraturan  Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Belanja Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari uang harian, biaya penginapan,
biaya transportasi dan biaya tes kesehatan rapid antigen dan/atau SWAB
PCR (sesuai kebutuhan daerah tujuan) bagi Wali Nagari, Perangkat
Nagari dan wunsur staf nagari, Pimpinan dan Anggota BPRN,
Lembaga/organisasi tingkat nagari serta masyarakat.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif,
yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, mendukung
pencapaian kinerja pemerintah Nagari, efisiensi penggunaan belanja dan
akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan biaya perjalanan dinas.

Untuk melakukan perjalanan dinas harus memiliki dokumen perjalanan
dinas, yaitu Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD).

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari
dan wunsur staf nagari, lembaga/organisasi tingkat nagari dan
masyarakat, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas,
ditandatangani oleh Wali Nagari.

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota BPRN,
Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua BPRN dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Wali Nagari.

Perjalanan Dinas dalam Kabupaten meliputi perjalanan dinas dalam
kabupaten antar kecamatan dan perjalanan dinas dalam kabupaten
dalam kecamatan.

Untuk...
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Untuk perjalanan dinas dalam kecamatan merupakan perjalanan dinas
yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, maupun yang
dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Untuk perjalanan dinas yang lebih 8 (delapan) jam dapat diberikan biaya
perjalanan dinas sedangkan yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam hanya mendapat biaya transportasi (sebagaimana
tercantum dalam tabel 2.12.4).

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi yang dilaksanakan oleh
Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf nagari, Pimpinan dan
Anggota BPRN, lembaga/organisasi tingkat nagari dan masyarakat
ditandatangani oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari
Bupati.

Perjalanan dinas luar kabupaten dan/atau luar provinsi yang akomodasi

dan konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara atau

membayar kontribusi untuk akomodasi dan konsumsi yang pelaksanaan

penugasan lebih dari 2 (dua) hari, uang harian dibayarkan sebagai

berikut:

a. Hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%

b. Hari kedua sampai hari -1 dibayarkan 30%

Dalam hal dinas luar kabupaten dan/atau luar provinsi dalam rangka

mengikuti pendidikan dan pelatihan, uang harian dibayarkan sebagai

berikut:

a. Hari pertama dan hari terakhir penugasan dibayar 100%

b. Hari kedua sampai hari -1 dibayarkan sesuai besaran uang harian
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

Besaran Biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

2.12.1 Uang Harian Perjalanan Dinas

Perangkat dan
Staf Nagari/
Ketua TP PKK

anggota
organisasi/

No Provinsi Satuan Wali Nagari/ . lembaga tingkat
BPRN/Ketua Nagari/Ketua Nagari
KAN Lembaga /Masyarakat
tingkat Nagari Y
1 | ACEH OH 320.000 270.000 180.000
2 | SUMATERA UTARA OH 330.000 277.500 185.000
3 | RIAU OH 330.000 277.500 185.000
4 | KEPULAUAN RIAU OH 330.000 277.500 185.000
S | JAMBI OH 330.000 277.500 185.000
SUMATERA BARAT
6 | (LUAR KABUPATEN, OH 285.000 190.000

DALAM PROPINS]) 340.000

SUMATERA BARAT
(LUAR KECAMATAN OH 112.500 75.000

DALAM KABUPATEN), 150.000

SUMATERA BARAT

(DALAM OH 60.000 40.000

KECAMATAN) 80.000

SUMATERA
7 | Soinran OH 440,000 285.000 190.000
8 | LAMPUNG OH 340.000 285.000 190.000
9 | BENGKULU OH 340.000 285.000 190.000

BANGKA BELITUNG | OH 370.000 307.500 205.000
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